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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Maraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh

kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da.

11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya

tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan

fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut

menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari

organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya

manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah

(Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) -

dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.

 

Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari

tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus

pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian

ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami

hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para

developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan

ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.

 

Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory

of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran

kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif

kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif.
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